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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 

TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN 

PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

OLEH : 

FAJAR SUGANDA 

1603100116 

Pedagang Kaki Lima merupakan istilah untuk meyebut penjaja dagangan yang 

menggunakan gerobak. Pedagang Kaki Lima atau disingkat dengan PKL adalah 

pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan sarana usaha bergerak 

maupun tidak bergerak , menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, 

lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta, yang bersifat sementara/ttidak 

menetap dan dalam suasana yang informal. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Implementasi Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam 

Rangka Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki Lima  (PKL) Di Satuan Polisi 

Pamong Praja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan 

teknik analisi data dilakukan dengan melalui analisi data kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Implementasi Peraturan WaliKota Tebing Tinggi 

Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian dan Penertiban Pedagang Kaki 

Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja sudah terimplementasi dengan baik akan 

tetapi pada pelaksanaannya masih kurang efektif dikarenakan masih banyak pedagang 

kaki lima yang masih berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang. adapunKerja 

sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan 

menertibkan pedagang kaki lima sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dalam 

pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti mendapatkan perlawanan dari 

pedagang kaki lima. Tindakan dan mekanisme yang dilakukan Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) sudah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.  Satuan Polisi Pamong Praja sudah 

melakukan interaksi dengan para pedagang kaki lima (PKL) dalam bentuk 

mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan larangan berjulan di pinggir 

jalan serta melakukan penataan pedagang kaki lima ke tempat yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dengan motivasi dan 

kinerjanya sudah sangat baik karena sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan 

baik dan tata cara yang benar. 

Kata Kunci : Peraturan, Pengendalian dan Penertiban, Pedagang Kaki Lima 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah salah satu aparat pemeritah 

yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan 

ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, 

maupun oleh masyarakat itu sendiri  dan untuk terciptanya ketertiban dan 

ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran satuan polisi pamong praja bekerja 

sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan 

ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada satuan polisi pamong praja guna 

memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum Perundangan lainnya dalam 

menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor  

9 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi merupkan unsur pelaksana urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketentraman, ketertiban 

umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dipimpin oleh kepala 

satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

sekretaris daerah. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 



 

tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan 

masyarakat dan pemedam kebakaran dan tugas pembantuan. 

Sementara dalam Pasal 3 dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a) perumusan kebijakan 

dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam 

kebakaran. b) pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. c) pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan 

pemadam kebakaran. d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. e) pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Berjarak 80 km dari kota Medan berada di jalur 

jalan nasional menuju Pekan Baru (Riau) dan Padang (Sumatera Barat), telah 

memiliki berbagai sarana dan prasaranayang cukup memadai. Berbagai kegiatan 

pelayanan umum dibidang pendidikan, kesehatan,  pemukiman, dan perdagangan. 

Kegiatan perdagangan di kota Tebing Tinggi di cirikan dengan adanya pedagang 

tradisional dan modern. Ada beberapa lokasi yang menjadi pusat perdagangan 

tradisional dan modern seperti, Pasar Bandar Sakti, Pasar Inpres, Pasar Hongkong, 

dan Pasar Gambir. Pasar Gambir yang menjadi salah satu pusat perdagangan 



 

tradisional dan modern adalah tempat sebagian masyarakat Tebing Tinggi dalam 

menggantungkan hidupnya menjadi seorang pedagang salah satunya ialah pedagang 

kaki lima (PKL).  

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha informal yang berjualan 

dan menjajakan barang dagangannya di tempat yang strategis seperti badan jalan dan 

pusat pasar dan relatif menggunakan modal yang kecil. Faktor penyebab muculnya 

pedagang kaki lima di Tebing Tinggi adalah perencanaan tata ruang kota yang hanya 

fokus pada ruang-ruang formal saja. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan 

ruang-ruang formal kota Tebing Tinggi mendorong munculnya kegiatan informal 

salah satunya sektor perdagangan , yaitu pedagang kaki lima (PKL). Selain itu 

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat serta adanya arus urbanisasi dan kecilnya 

serapan tenaga kerja menyebabkan munculnya pelaku usaha informal seperti 

pedagang kaki lima (PKL). Kebanyakan pedagang kaki lima (PKL) melakukan 

usahanya di ruang publik kawasan kota. Usaha tersebut di lakuakan di tempat-tempat 

yang strategis seperti badan jalan dan trotoar yang merupakan fasislitas umum dan 

dilakukan dalam susasan informal. 

Di sepanjang jalan Iskandar Muda tepatnya di Pasar Gambir Tebing Tinggi 

Tinggi banyak di jumpai pedagang kaki lima yang menjual berbagai barang, seperti 

kebutuhan pokok rumah tangga, sembako, baju, mainan anak dan lain sebagainya. 

Akan tetapi banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar 

mengakibatkan terhambatnya lalu lintas dan mengganggu para pejalan kaki. Selain itu 



 

dengan adanya Pedagang Kaki Lima menjadikan kawasan Pasar Gambir menjadi 

kotor dan kumuh akibat dari kegiatan para Pedagang Kaki Lima di Pasar Gambir 

Tebing Tinggi. 

 Berdasarkan Peraturan walikota Tebing Tinggi Nomor 8Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Pasar Daerah.Seharusnya daerah tersebut bebas dari pedagang. Seperti 

yang di jelaskan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Pasar Daerah dalam Pasal 12 Ayat (3) setiap pedagang dilarang 

: a) meninggalkan aktivitas jual beli pada pasar Daerah selama 3 (tiga) bulan tanpa 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. b) memindahkan/mengalihkan hak 

pemakaian pasar tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk. c) 

mengubah, menambah dan/atau mengurangi bentuk pasar tanpa izin Wali Kota dan 

pejabat yang ditunjuk. d) memperjualkan barang-barang yang bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undang. e) melakuakn kegiatan yang dapat mengganggu 

keamanan dan ketertiban umum. f) berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan 

penghubung di dalam Pasar Dearah. g) menginap dan/atau bertempat tinggal di 

lingkungan Pasar Daerah. h) menjual minuman keras, tuak di Pasar Daerah. i) 

mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang 

semestinya bukan untuk itu. j) menyalakan atau mempergunakan api dalam Pasar 

yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran. k) memperdagangkan barang-

barang di Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat 

membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa izin Wali Kota dan 



 

pejabat yang ditunjuk. l) berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala 

kendaraan selain di tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya. 

m) memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Pasar Daerah, 

memasukan sepeda motor, becak (kecual petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) 

kedalam Pasar Daerah. n) memasukan atau mengeluarkan barang ke dalam Pasar 

Daerah tanpa melaui jalan atau pintu Pasar Daerah. o) berjualan di luar lokasi Pasar, 

kecuali tempat penjualan tetap yangtelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat 

yang ditunjuk. p) membuang sampah di sembarang tempat. q) memakai tempat di 

dalam Pasar Daerah melebihi batas yang telah ditetapkan, dan. r) menempatkan 

barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang 

di pergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta 

melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar Daerah dibuka atau 

sesudah Pasar Dearah ditutup tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang di tunjuk.. 

Namun kenyataannya pada kawasan tersebut masih banyak di jumpai 

Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sering kali tidak 

memperhatikan dampak dari aktivitas yang mereka lakukan terhadap kesesuaian 

tatanan fisik masa dan ruang publik kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai 

akibatnya adalah munculnya ketidakserasian di ruang dan tidak berfungsinya ruang 

publik dengan semestinya, yang akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah Kota 

Tebing Tinggi pada umumnya dan ruang publik itu sendiri. Sehingga untuk menjadi 

kota Tebing Tinggi yang tertib, bersih, indah dan nyaman perlunya dilakukan 



 

pengendalian dan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah 

Kota Tebing Tinggi di Pasar Gambir Tebing Tinggi. Khususnya Satuan Polisi 

Pamong Praja (SATPOL PP). 

Dalam hal ini SATPOL PP sebagai ujung tombak dalam menegakkan 

peraturan daerah kota Tebing Tinggi di harapkan mamapu menertibkan dan membina 

para Pedagang Kaki Lima di kota Tebing Tinggi. Menumpuknya Pedagang Kaki 

Lima membutuhkan penanganan yang tepat karena pesatnya perkembangan Pedagang 

Kaki Lima di kawasan kota Tebing Tinggi telah menggunakan fasilitas umum yang 

bukan di peruntukan untuk berjualan dan akibatnya adalah menimbulkan gangguan 

ketertiban umum, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas. 

Program penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan SATPOL PP di 

Tebing Tinggi ada dua tahapan, yaitu : 

1. Sosialisasi, di maksudkan agar para pedagang kaki lima mengerti dan 

memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang. 

2. Menertibkan, apabila setelah dilakukan sosialisasi tetapi masih berjualan 

di tempat yang di larang, maka petugas SATPOL PP dapat mengambil 

tindakan melakukan penertiban dalam hal ini dalah penggusuran. 

Meskipun telah dilakukan penataan dan penertiban, namun pedagang kaki 

lima tetap  berdagang di tempat-tempat yang tidak semestinya, tentu saja hal tersebut 

melanggar peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah Tebing Tinggi dan 



 

bukan hasil yang di harapkan dari tujuan peraturan yang telah dibuat karena dampak 

yang di hasilkan dengan adanya pedagang kaki lima bukanlah sesuatu yang di 

harapkan dari tujuan sebelumnya. Seharusnya pemerintah Daerah Tebing Tinggi dan 

SATPOL PP lebih aktif dalam mensosialiasikan peraturan daerah yang mengatur 

tentang larangan berjualan di badan jalan dan fasilitas umum lainnya. Karena hal 

tersebut, selain mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan gangguan lalu lintas, 

hal ini juga berbahaya bagi para pengguna fasilitas umum dan bagi para pedagang 

kaki lima itu sendiri 

Maka atas dasar  permasalahan yang telah dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

Tebing Tinggi dalam mengatasi ketidakteraturan  pedagang kaki lima. Dengan 

memberikan kewenangan tersebut, maka SATPOL PP diharapkan mampu menata 

dan membina aktivitas para pedagang kaki lima sebagai wujud dari penegakan 

peraturan Dearah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik 

untuk melakaukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota 

Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota 



 

Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahuiImplementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 

Tahun 2017 Dalam Rngka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Di Satuan Polisi Pamong Praja. 

2.  Manfaat Penelitian 

 Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi 

perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran dalam hal 

melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya yang menyangkut masalah pengendalian dan 

penertiban pedagang kaki lima. 

2. Dapat mernjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi, 

untuk menemukan konsep baru dalam mengambil suatu kebijakan Pemerintah 

Kota dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL). 



 

3. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalaha sebagain salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

1.4  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latarbelakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II  URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, 

Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebiijakan Publik, Pengertian 

Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, 

pengertian pengendalian dan pengertian pedagang kaki lima (pkl). 

BABIII METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian,Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi 

Konsep, Kategorisasi, Narasumber dan Lokasi Penelitian. 

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan menyajikan hasil dari 

penelitian dalam bentuk data. Kemudian dibahas  dan membandingkan 

hasil hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan yang sudah 

dipublikasikan, kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh 

bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini terdiri dari simpulan dan saran.Yaitu menyimpulkan hasil 

penelitian dan memberi saran berupa anjuran yang menyangkut aspek 

operasional, kebijakan ataupun konseptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pengertian Implementasi  

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:101). 

Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan 

kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerja sama guna 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2004:34), mengemukakan 

implementasi sebagai evaluasi. Brown dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, 

(2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan”. Adapun Schubert dalam Nurdi dan Usman, (2004:70) 

mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”. 

Purwanto (2012:12) mengatakan bahwa implementasi adalah 

mendistribusikan keluaran kebijakan ( to delivery policy output ) yang dilakukan oleh 

para implementor kepada kelompok sasaran  ( target group ) sebagai upaya untuk 

mewujudkan kebijakan.  



 

Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Nugroho (2006:119) implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan 

kebijakan. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan 

bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah. 

Sedangkan menurut Wahab (2001:65) implementasi adalah tindakan –

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Webstwer dalam Joko Widodo (2018:86),  juga menguraikan implementasi di 

artikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk 

melakukan sesuatu); to give practical effects to (menimbulkan dampak/akibat 

terhadap `sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakasankan 

suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu 

proses/aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah atau kelompok-

kelompok pemerintah dalam  melaksanakan kebijakan ataupun suatu keputusan  yang 

telah disepakati bersama dalam  mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan dalam 

sebuah kebijakan. 



 

2.1.1 Pendekatan Implementasi 

Wahab (2014:234) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi: a) 

pendekatan struktural, hal ini mengacu padarancangan bangunan kebijakan dan 

rancangan bangun organisasi sedapat mungkin di  pertimbangan secara bersamaan; b) 

pendekatan prosedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya mengembangkan 

proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerialbeserta 

teknik-teknik manajemen yang relevan; c) pendekatan keprilakuan, hal ini mengacu 

pada suartu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan; d) 

pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara 

dan di dalam lingkungan organisasi. Alasan sederhana yang dapat di kemukakan 

bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, 

baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-

pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika tidak atau kurang memperhitungkan realita-

realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penantang kebijakan 

untuk memblokir usaha-usaha para pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan 

tersebut dapat berhasil. 

2.2 Pengertian Kebijakan 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep 

dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada 

pemerintahan , organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan 



 

berbeda dengan perturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan dan melarang 

suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak 

penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin 

memperoleh hasil yang diinginkan. 

Menurut Dunn (1999:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan 

keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan 

tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi 

rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. 

Kebijakan umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum 

(law) dan Peraturan (regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, 

meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. 

Kebijakan nuga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri 

lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi 

speseifik yang ada. 

Adapun dariWahab (2001:12) mengatakan bahwa kebijakan adalah tindakan – 

tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar 

keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya tindakan terpola untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah disepakati, dengan tindakan terpola tujuan yang 

akan dicapai mudah untuk didapat. 



 

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang , kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu 

sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang 

diinginkan. 

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman atau dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan/urusan pemerintahan, dalam hal ini aparatur pemerintah 

sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan. Di sisni kebijakan bersifat formal dan mengikat yang menjadi rujukan 

utama dalam berperilaku. 

2.3 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan dan saling terkait yang dilakuakn oleh pemerintah bersama 

stakeholders lain dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan 

publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. 

Berdasarkan berbagai defenisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah 

kebijakan-kebiajakn yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk 

menvapai tujuan-tujuan tertentu di masyarkat di mana dalam penyusunannya melalui 

berbagai tahapan. 



 

 Menurut N. Dunn, (2000:132) kebijakan publik adalah adalah “Pola 

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, 

termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang komplek menyangkut pada 

bidang-bidang tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan,  

kesehatan, Kesejahteraan masyarakat dan lain- lain. 

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35), "publicis whatever the 

government choose to do or not to do" ( kebijakan publik adalah apapun pilihan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, 

apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena 

kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih 

untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada 

tujuannya. 

Carl J Federick sebagaimana dalam Agustino (2008: 7) mendefenisikan 

kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang , 

kelompok atau pemerintah dalam suatau lingkungan tertentu di mana terdapat 

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah 

suatu tindakan atau proses yang dilakukan pemerintah dalam mengatur, mengelola 

dan menyelesaikan masalah-masalah publik dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 



 

2.3.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik 

 Menurut Abidin (2012: 23) beberapa ciri kebijakan publik yaitu 1) setiap 

kebijakan harus ada tujuannya; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari 

kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam 

masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; 

c) kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau 

yang dikehendaki untuk dilakuakn pemerintah; d) kebijakan dapat berbrntuk negatif 

atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau 

menganjurkan. 

2.3.2 Jenis Kebijakan Secara Umum 

 Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012: 31) dapat di bedakan dalam 

tiga tingkatan : a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 

petunjuk pelaksana baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif  yang meliputi 

keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan 

adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat peraturan 

pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan 

operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. 

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan merupakan tahapan yang sangat strategis 

dalam proses kebijakan publik. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan di mulai 



 

sebelum sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian 

tahapan implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan adanya 

anggran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Menurut Wahab (2014:141), implementasi kebijakan merupakan aspek 

penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya 

sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik 

kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari 

itu. Maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, 

serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan 

pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan 

sebelumnya.   

Menurut Nugroho (2004:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah 

cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang 

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melaui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari isi kebijakan tersebut. 

Adapaun dari Agustino, (2006:139), mengatakan bahwa implementasi 

kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau 

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 



 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

adalah serangkaian kegiatan/aktivitas yang  dilakukan oleh pemerintah dalam 

mewujudkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. 

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

 Implementasi kebijakan publik merupkan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh organisasi-organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018: 57) merumuskan 

implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan 

publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan itu mencakup usaha-usha untuk 

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun 

waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usha untuk melakukan 

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. 

Adapun dari Winarno (2005:102), mengatakan bahwa implementasi kebijakan 

publik sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

sebelumnya. 



 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam rangka penyelagaraan pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang 

muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

2.5.1  Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publikditentukan oleh berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik 

ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut. 

Menurut Tangkilisan (2003: 12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi 

oleh empat faktor, yaitu : 

1) Komunikasi 

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus 

mengimplemntasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang merak kerjakan. 

Keputusan kebijakan dann peraturan implemetasi harus ditransmisikan kepada 

personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan 

keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterimah oleh 

implementator. 

2) Sumber Daya 

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat denga keahlian yang 

diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk 



 

mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnyayang terlihat di 

dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini 

dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan , dan berbagai fasilitas (termasuk 

bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan 

pelayanan. 

3) Disposisi 

Sikap dari implementator sangat  berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 

Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, 

begotu juga sebaliknya. 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak 

fleksibel. 

2.6 Pengertian Pengendalian 

 MenurutTtjakrawala (2002: 18) pengendalian adalah satu dari tiga fungsi 

perencanaan dan pengendalian yang ada dalam setiap organisasi. Dan diantaranya 

adalah formulasi stategi, yaitu jalan yang diikuti dalam melaksanakan berbagai upaya 

dalam mencapa sasaran, dan pengendalian tugas yaitu proses memastikan bahwa 

tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efesien. 



 

 Menurut Lorange dalam Solihin (2009: 193) sistem pengendalian adalah 

seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan formal, pemantauan kinerja, 

eveluasi kinerja dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai 

macam informasi apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini dapat berjalan 

secara efektif dan efesien. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan proses 

monitoring terhadap berbagai aktivitas  organisasi yang dilakukan oleh kelompok 

organisasi untuk memastikan aktivitas yang dilakukan tercapai sesuai dengan apa 

yang ditetapkan sebelumnya. 

2.6.1  Langkah-Langkah Dalam Pengendalian 

Langkah-langkah dalam pengendalian terdiri dari empat aktivitas,yaitu :1) 

Penetapan tujuan, proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih 

dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, startegi untuk mencapai 

tujuan tersebut, sampai penentuan pada anggaran yang menunjukan rencana alokasi 

masing-masing sumber daya organanisasi dalam menunjang pencapaian tujuan. Baik 

tujuan, strategi, maupun anggaran semuanya dapat dijadikan standar untuk menjadi 

pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dapat dilakuakan. 2) 

Pengukuran merupakan penetapan satuan terhadap suatu objek yang diukur. 3) 

Membandingkan merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar 

kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. 4) Tindakan managerial, langkah 



 

terakhir ini dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja 

yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun kinerja individu. 

2.7 Pengertian PKL 

 Pedagang kaki lima atau biasa di sebut PKL adalah istilah untuk menyebut 

penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena 

jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan 

tiga kaki gerobak(yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat 

ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan 

umunya.(Wikipedia.org/org/wiki/pedagang kaki lima). 

 Selain pengertian diatas , istilah PKL biasanya dikaitkan dengan peralatan 

atau cara pedagang tersebut dalam berdagang. PKL buasanya digunakan untuk 

mengistilahkanpedagang yang menjajakan dagangannya dengan kereta dorong. 

Kereta dorong tersebut memiliki dua roda , dan jika berhenti harus ditambah 1 tiang 

penyangga. Apabila di jumlah kan dengan dua kaki orang atau penjualnya adalah 

berjumlah kaki atau roda atau tiang penyangganya adalah berjumlah lima, sehingga 

disebut pedagang kaki lima (PKL). 

 Sarjono (2005:5) menjelaskan pedagang kaki lima dari sudut sosiologi, bahwa 

: “pedagang kaki lima merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat 

pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti etnik, bahasa, agama, adat 



 

istiadat, asal daerah, dan jenis kegiatan. Keragaman inilah yang didalam konteks 

sosiologi dikenal denga istilah plurasim.” 

 Sementara itu Jhon Cross dalam Sarjono (2005:11) mengatakan bahwa : 

“pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk usaha sektor informal , dimana sektor 

ekonomi informal ini merupakan aktivitas ekonomi yang cenderung berlangsung 

diluar norma-norma sektor ekonomi formal transaksi yang ditetapkan oleh negara dan 

praktisi bisnis formal.” 

 Sedangkan Agustinawati (2000:17) mengatakan bahwa pedagang kaki lima 

adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi, 

penjualan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuha kelompok konsumen 

tertentu didalam masyarakat, yang dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap 

strategis dalam suasana lingkunngan yang informal. 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan,melukiskan keadaan sekitar dengan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta. 

Menurut arikunto (2010: 03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah 

disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk 

menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

mestinya. 

Menurut Moleong (2012:05), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbukan untuk menelaah dan memahami sikap. 

Pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. 

Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu secara kualistik 

menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang 



 

kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan 

pembanguan. 

3.2 Kerangka Konsep 

Gambar 3.1  

Kerangka Konsep 
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3.3 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah 

kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka 

dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut: 

a. Implementasi adalah suatu proses/aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan 

pemerintah atau kelompok-kelompok pemerintah dalam melaksanakan kebijakan 

ataupun suatu keputusan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. 

b. Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman atau 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/urusan pemerintahan, dalam 

hal ini aparatur pemerintahan sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini kebijakan bersifat formal dan 

mengikat. 

c. Kebijakan publikkebijakan publik adalah suatu tindakan atau proses yang 

dilakukan pemerintah dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan masalah-

masalah publik dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

d. Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan/aktivitas yang dilakukan 

pemerintah dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan 

disetujui sebelumnya. 



 

e. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk 

meneyelesaikan masalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah serta 

mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. 

f. Pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas 

organisasi yang dilakukan oleh kelompok organisasi untuk memastikan aktivitas 

yang dilakukan tercapai sesuai dengan apa yang ditetapkan sebelumnya. 

g. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha 

dibidang produksi, penjualan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

kelompok-kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, yang dilaksanakan 

di tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. 

3.4  Kategorisasi Penelitian 

Menurut Maleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori, 

Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas 

dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu.Kategorisasi menunjukkan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas 

apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel 

tersebut. Katagorisasi dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan WaliKota 

Tebing Tinggi Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di 

Pasar Gambir Tebing Tinggi. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah : 

 



 

a. Adanya kerja sama 

b. Adanya tindakan  dan mekanisme pengendalian dan penertiban 

c. Adanya interaksi antara implentator dan kelompok sasaran 

d. Adanya sumber daya 

3.5 Narasumber 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh 

maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut : 

a. Nama  : MHD.Dahler Nasution. SH 

Umur  : 57 

Jabatan : kepala bidang penegak perda dan perwa 

b. Nama   : Benny E.H.Hutajulu,S.STP 

Umur  : 45 

Jabatan : kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum 

c. Nama   : Amin 

Umur  : 50 

Jabatan  : pedagang kaki lima 

d. Nama  : Romi 

Umur  : 23 

Jabatan : mahasiswa 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 



 

 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara lansgung pada lokasi 

penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang diperoleh, ini disebut 

dengan data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara 

yaitu mendapat data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan 

informan atau narasumber. 

b. Data Sekunder 

Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 

yang diperoleh dari buku, dokumen dan referensi serta naskah lainnya.Data 

sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2014: 244) analisis data adalah proses penyusunan secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit, melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, memeilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri mupun orang lain. 

 

 



 

a. Reduksi Data 

Redukdi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah seleksi data dan pembuangan 

data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan 

diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpilan data yang yang dapat 

memberikan informasi faktual. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa 

tabel, bagan, mauapun deskriftif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas 

dan informatif. Tindakan lamjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka 

menarik kesimpulan dan akhir sebuah tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan tahap akhir dari proses 

analisis data. Penarikan kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara 

evaluatif berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ditempuh dalam dua tahap 

sebelumnya. 

3.8 LokasidanWaktuPenelitian 

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Di Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Di Jln.Tuanku Imam Bonjol,No 2A, Tebing 

Tinggi. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Maret 2020, 

dimulai saat pengambilan data pertama sampai april 2020. 



 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

lokasi penelitian adalah di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing 

Tinggi. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Maret 2020, 

dimulai saat pengambilan data pertama sampai april 2020. 

a. Dasar pembuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah : 

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah. 

• Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 

• Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 

• Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Tugas, Fungsi Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. 

b. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi 

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 

Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi,  struktur 

organisasi Satpol PP Tebing Tinggi terdiri dari : 

a) Kepala Satuan 

b) Sekretaris Terdiri dari : 



 

• Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan 

• Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

c) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 

• Kasi Operasional dan Pengendalian 

• Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

• Kasi Pengamanan dan Pengawalan 

d) Bidang Penegakan Perda dan Perwa 

• Kasi Kerjasama 

• Kasi Penyuluhan Dan Pembinaan 

• Kasi Penegakan dan Pengawasan 

e) Kabid Damkar dan Linmas  

• Kasi Penanggulangan dan Penyelematan Kebakaan 

• Kasi Perlindungan Masyarakat 

• Kasi Penyuluhan dan Pencegah Kebakaran 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antaratiap bagian serta 

posisi yang ada pada suatu organisasi melaksanakan kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan. 

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi 

adalah sebagai berikut : 

 



 

Gambar 3.2 

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING 

TINGGI 
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3.9.1 Tugas Pokok Dan Fungsi 

Sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, 

Fungsi, Tata Kerja, dan Rincian Tugas Jabatan Satuan Polisi Pamong PrajaKota 

Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan 

masyarakat dan pemadam kebakaran. 

Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi yakni 

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang  menjadi kewenanagan 

daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan 

pemadam kebakaran. 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tersebut 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

▪ Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

▪ Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

▪ Pelakasanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

▪ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban 

umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 



 

▪ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

a) Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Adapun 

fungsinya adalah : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan. 

2. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, 

perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan, 

program kerja dan perundang-undang. 

3. Pengkordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu. 

4. Pengkordinasian dan penyelenggaraan pelayanan adminstratif  lingkup 

dinas. 

5. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan 

6. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai denga tugas dan fungsinya. 

b) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Adapun 

fungsinya adalah : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan 

kepegawaian. 



 

2. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, 

kearsipan, kerumahtanggaan dan perundang-undang. 

3. Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

c) Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan 

keuangan. Adapun rencananya adalah : 

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan 

keuangan. 

2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 

program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan. 

3. Penyiapan bahan penyusunan kebijkan bidang perenvcanaan, 

monitoring dan evaluasi. 

4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas. 

5. Pelayanan di bidang keuangan. 

6. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 



 

d) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum. Adapun fungsinya adalah : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan 

ketertiban umum. 

2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang ketentraman dan 

ketertiban umum. 

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

e) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Operasional dan Pengendalian 

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian fungsi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang 

operasional dan pengendalian. Adapun fungsinya adalah : 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang operasional dan pengendalian. 

2. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian; dan 

4. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman 

dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 



 

f) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Ketertiban Umum 

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi 

bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang ketertiban umum. 

Adapun fungsinya adalah : 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang ketertiban umum. 

2. Pelaksanaan kegiatan ketertiban umum. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan ketertiban umum; dan  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

g) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Pengamanan dan Pengawalan 

Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di bidang pengamanan dan 

pengawalan. Adapun fungsinya : 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang pengamanan dan pengawalan. 

2. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawalan. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengamanan dan pengawalan; 

4. Pelakasaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman 

dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 



 

h) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota 

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mempunyai 

tugas melaksanakan sebagaian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang 

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota. Adapun fungsinya : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang  peraturan 

Daerah dan Peraturan  Daerah 

2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota. 

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan 

4. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

i) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penegakan dan Pengawasan 

Seksi penegakan dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang 

penegakan dan pengawasan. Adapun fungsinya : 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang penegakan dan pengawasan. 

2. Pelaksanaan kegiatan penegakan dan pengawasan. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penegakan dan pengawasan. 



 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota seusai dengan tugas dan 

fungsinya. 

j) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pembinaan 

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang 

penyuluhan dan pembinaan. Adpun fungsinya : 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang penyuluhan dan pembinaan. 

2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan.  

3. Pelaksaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pembinaan; dan  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

k) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Kerjasama 

seksi kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di bidang kerjasama. 

Adapun tugas dan fungsinya: 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang kerjasama. 

2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama. 



 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan kerjasama;dan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

l) Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan 

Perlindungan Masyarakat 

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang 

Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat. Adapun fungsinya : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadam 

kebakaran dan perlindungan masyarakat. 

2. Pelaksanaan dan mengkordinasikan kegiatan pemadam kebakaran dan 

perlindungan masyarakat. 

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja sesuan dengan tugas dan fungsinya. 

m) Uraian Tugas dan Fungsi seksi Penanggulangan dan Penyelamatan 

Kebakaran 

Seksi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan 

Masyarakat di bidang penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. Adapun 

fungsinya : 



 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan bidang 

penaggulangan dan penyelamatan kebakaran. 

2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penaggulangan dan penyelamatan 

kebakaran. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemadam 

Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

n) Uraian Tugas dan Fungsi Seksi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran 

Seksi Penyuluhan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan 

Masyarakat di bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran. Adapun 

fungsinya : 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan rumusan kebijakan teknis bidang 

penyuluhan dan pencegahan kebakaran. 

2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pencegahan kebakaran. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan penyuluhan dan pencegahan 

kebakaran. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam 

Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas 

fungsinya. 

 



 

 

o) Uraian Tugas dan Fungsi Perlindungan Masyarakat 

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat di bidang 

perlindungan masyarakat. Adapun fungsinya : 

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis 

bidang perlindungan masyarakat. 

2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat. 

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam 

Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas 

fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh 

beberapa narasumber Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di jalan 

Tuanku Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi, terkait tentang Implementasi Peraturan 

Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja. 

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga 

sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, 

melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakuakan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengambil keputusan dan melaksanakan 

kegiatan mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima di Satuan Polisi 

Pamong Praja. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengkalisifikasikan data 

tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih.  

4.1.1 Deskripsi Narasumber 



 

Narasumber dalam penelitian ini disusun berdasarkan jabatan struktural, 

pendidikan formal dan non formal, usia/umur, dan jenis kelamin yaitu sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1  

Narasumber Berdasarkan Jabatan Struktural 

No.      Nama   Jabatan   Jumlah 

1.     M.Dahler Nasution.SH kabid Perda       1 

     Dan Perwa   

2. Benny E.H Hutajulu,S.STP Kabid Ketentraman   1 

     Dan Ketertiban Umum 

3. Amin         Pedagang Kaki Lima  1 

4. Romi     Masyarakat   1  

    

Jumlah           4 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.2 

Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal dan Non Formal (Diklat) 

No.        Nama          Pendidikan        Pendidikan Non         Jumlah 

             Formal         Formal 

1.  M.Dahler Nasution.SH    S1   -       1 

2. Benny E.H Hutajulu,S.STP   S1   -       1 

3.  Amin    SMA   -       1 

4. Romi    SMA   -       1 

Jumlah              4 

Sumber :Hasil  Penelitian 2020 

 

Tabel 4.3 

Narasumber Berdasarkan Usia/Umur dan Jenis Kelamin 

No.      Nama        Usia/Umur           Jenis Kelamin            Jumlah 

  

1. M.Dahler Nasution.SH          57 Tahun   Laki-Laki     1 

2. Benny E.H Hutajulu,S.STP       45 Tahun   Laki-Laki     1 

3. Amin            50 Tahun   Laki-Laki     1 

4. Romi             23 Tahun   Laki-Laki     1 

Jumlah                       4 

Sumber : Hasil Penelitian 2020 



 

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

Penelitian ini dilaksanakan Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tebing Tinggi di jalan Tuanku Imam bonjol Kota Tebing Tinggi. 

Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui 

prosedur yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengambil 

keputusan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban pedagang kaki 

lima di Pasar Gambir Tebing Tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para 

narasumber/responden di lapangan, maka dapat dianalisa satu persatu tentang 

jawaban narasumber/responden sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data sebagai 

berikut : 

 

a. Adanya Kerja Sama 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 24 juli 2020 peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution.SH selaku Kabid 

Penegak Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi, 

berkaitan dengan pertanyaan apakah ada kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi 

Pamong Praja dengan instansi/lembaga terkait dalam mengendalikan dan 

menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “terkait  kerja sama yang 

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan 



 

pedagang kaki lima tentu terdapat kerja sama yang kami lakukan dengan dinas dinas 

terkait seperti PD pasar, dinas perdagangan, dan dinas perhubungan”. 

kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk kerja sama yang 

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan lembaga/instansi terkait dalam 

mengendalikan dan menertibakan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “Adapun 

bentuk kerja sama yang dilakukan adalah berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas 

terkait sebelum melakukan penertiban pedagang kaki lima”. 

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat  kendala dalam melakukan 

kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam mengendalikan dan menertibkan 

pedagang kaki lima Di Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan : “kendala dalam 

melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait tentu banyak. Contohnya 

seperti saat kita melakukan penertiban dengan dinas terkait kita banyak mendapat 

perlawanan dan kita selalu di tentang oleh para pedagang kaki lima itu”. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 27 juli 2020 peneliti 

melakukan wawancara juga dengan Bapak Benny E.H.Hutajulu,S.STP selaku Kabid 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tebing Tinggi, berkaitan dengan  pertanyaan apakah ada kerja sama yang dilakukan 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Perhubungan dan PD Pasar dalam 

mengendalikan dan menertibakan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “adanya 



 

kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam melakukan penertiban para 

pedagang kaki lima misalnya dengan dinas perhubungan dan PD pasar”. 

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk kerjasama yang 

dilakukan dalam mengendalikan dan menertibakan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “kerjasama yang kita lakukan dengan dinas perhubungan dan PD pasar 

yaitu selalu berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban pedagang 

kaki lima”. 

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam melakukan 

kerjasama dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “terdapat kendala dalam melakukan kerja sama seperti banyak nya 

pedagang kaki lima yang masih tidak taat peraturan terkait larangan berjualan di 

pinggir jalan serta banyak nya pedagang kaki lima yang membandal saat ditertibkan 

dan selalu mendapat perlawanan dari para pedagang itu sendiri”. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis 30 juli 2020 peneliti 

melakaukan wawancara dengan pedagang kaki lima Kota Tebing Tinggi Bapak Amin 

tentang pertayaan adanya kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam mengendalikan dan menertibakan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : 

“saya tidak mengetahui dengan pasti apakah Satpol PP melakukan kerja sama atau 

tidak dalam menertibkan para pedagang kaki lima”. 



 

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk kerja sama yang 

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegndalikan dan penertibakan para 

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tidak mengetahui bagaimana bentuk kerja 

sama yang dilakukan Satpol PP dalam menegendalikan dan menertibakan pedagang 

kaki lima yang saya tahu jika mereka melakukan penertiban  para pedagang di situ 

juga terdapat dishub dan PD pasar dalam menertibkan para pedagang”. 

Peneliti menanyakan kembali apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam 

mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya 

tidak menetahui kendala yang dihadapi Satpol PP, mungkin kendala yang dihadapi 

mereka saat melakukan penertiban yaitu dari kami para pedagang itu sendiri karena 

kami melakukan perlawanan saat ditertibkan”. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing 

Tinggi tentang pertanyaan adanya kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam menegndalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan 

: “saya sebagai masyarakat melihat kerja sama yang dilakukan oleh Satpol PP adalah 

bekerja sama dengan dinas perhubungan dan PD Pasar dalam menertibkan pkl di 

Kota Tebing Tinggi khususnya di pasar gambir tebing tinggi”. 

Kemudian peneliti kembali bertanya bentuk kerja sama yang dilakukan Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. 

Beliau mengatakan : “saya tidak mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan tetapi 



 

yang saya lihat satpol pp selalu bersama dinas perhubungan dan pd pasar dalam 

menertibkan pkl”. 

Peneliti kembali bertanya kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam menegndalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : 

“kendala yang dihadapi mungkin dari para pkl itu sendiri yang melawan saat akan 

ditertibkan”. 

b. Adanya Tindakan dan Mekanisme 

Untuk melakukan pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima pada 

dasarnya memerlukan tindakan dan mekanisme agar tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik. 

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakuakna pada Hari Jumat 24 juli 2020 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution,SH sebagai 

Kabid Penegak Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing 

Tinggi, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana tindakan dan mekanisme yang 

dilakukan Satuan Polisi Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki 

lima. Beliau menyatakan : “tindakan dan mekanisme yang dilakukan satuan polisi 

pamong praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima adalah 

melakukan himbauan terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban yaitu berupa 

peringatan pertama, kedua, dan ketiga namun apabila peringatan tersebut tidak 

diindahkan maka Satpol PP akan melakukan tindakan berupa penyitaan barang-

barang dagangan dan peralatan dagang yang mereka gunakan”. 



 

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam menindak 

dan menjalankan mekanisme dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki 

lima. Beliau menyatakan : “jika dalam menindak dan menjalankan mekanisme di 

lapangan tentu terdapat kendala dan hambatan, kendala dan hambatan itu adalah dari 

para pedagang kakai lima nya itu sendiri, banyak para pedagang yang tidak taat 

aturan dan melakukan perlawanan saat akan ditertibkan”. 

Peneliti kembali bertanya bagaimana tindakan yang dilakukan dalam 

memyelesaikan hambatan tersebut dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang 

kaki lima. Beliau menyatakan : “tindakan yang kami lakukan dalam menyelesaikan 

hambatan pada saat melakukan penertiban adalah kami melakukan pendekatan 

dengan cara persuasif dan humanis”. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Senin 27 juli 2020 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny E.H. Hutajulu, S.STP sebagai 

Kabid Ketertiban dan Ketentraman Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana tindakan dan mekanisme 

yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menganalikan dan menertibkan 

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tindakan yang kami lakukan dalam 

mengendalikan dan menertibkan para pedagang yaitu dengan tindakan persuasif dan 

humanis” 



 

Kemudian peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam 

menegndalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tidak 

terdapat kendala dalam menindak dan menjalankan mekanisme yang kami lakukan”. 

Peneliti kembali bertanya bagaimana tindakan yang dilakukan dalam 

menyelesaikan kendala tersebut dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang 

kaki lima. Beliau menyatakan : “jika terdapat kendala dalam menindak dan 

menjalankan mekanisme dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima,  

yang kami lakukan adalah kami melakukan pendekatan secara persuasif dan 

humanis”. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 

peneliti melakuakan wawancara dengan Bapak Amin sebagai pedagang kaki lima 

tentang tindakan dan mekanisme yang di lakukan dalam mengendalikan dan 

menertibkan pedang kaki lima. Beliau menyatakan : “sebelum melakukan tindakan 

penertiban para pedagang Satpol PP akan melakukan himbauan terlebih dahulu dan 

himbauan itu berupa peringatan agar tidak berjualan di pinggir jalan, dan apabila 

peringatan itu tidak kami indahkan baru mereka akan melakukan tindakan seperti 

menyita barang dagangan kami”. 

Kemudian peneliti kembali menanyakan apakah terdapat kendala dan 

hambatan dalam mengendalikan para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kami 

sebagai pedagang tidak mengetahui masalah dan kendala apa yang mereka hadapi 



 

dalam melakuakan penertiban para pedagang, tetapi jika mereka melakukan tindakan 

penertiban kami selalu memberikan perlawanan mungkin itu masalah yang mereka 

hadapi dalam melakukan penertiban”. 

Peneliti menanyakan kembali hal apa yang dilakukan dalam menyelesaikan 

hambatan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “saya tidak mengetahui hal mereka lakukan dalam menyelesaikan 

masalah tersebut”. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing 

Tinggi tentang tindakan dan mekanisme yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : 

“tindakan dan mekanisme yang satpol pp lakukan dalam mengendalikan pkl yang 

saya ketahui adalah mereka selalu memberikan surat peringatan terlebih dahulu 

sebelum melakukan penertiban lalu jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka 

satpol pp akan melakukan tindakan berupa penyitaan barang dagangan para pkl”. 

Kemudian peneliti kembali bertanya yang menjadi kendala Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “yang menjadi kendala satpol pp dalam mengendalikan dan 

menertibkan pkl itu adalah perlawanan dari pkl itu sendiri saat barang dagangan 

mereka disita oleh sapol pp”. 



 

Peneliti kembali bertanya hal yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam meneyelesaikan kendala tersebut. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui 

hal yang dilakukan satpol pp dalam menyelesaikan kendala tersebut”. 

c. Adanya Interaksi Antara Implementator dan Kelompok Sasaran 

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat 24 juli 2020 peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution.SH sebagai Kabid 

Penegakan Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing 

Tinggi berkaitan dengan pertanyaan apakah ada  interkasi antara implementator dan 

kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “terdapat interaksi dalam menegendalikan dan menertibkan para 

pedagang, interaksi itu berupa sosialisasi kepada para pedang kaki lima tentang 

larangan berjualan di pinggir jalan”. 

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana bentuk interaksi yang 

dilakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “bentuk interaksi yang kami lakukan dalam mengendalikan dan 

menertibkan pedagang kaki lima yaitu mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah 

yang berhubungan dengan larangan berjualan dipinggir jalan serta menyediakan dan 

prasarana para pedagang kaki lima dalam berjualan”. 

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala dalam berinteraksi antara 

implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan 



 

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “kendala yang dihadapi yaitu masih banyak 

para pedagang yang membandal yang masih tetap berjualan di pinggir jalan dan 

masih banyak pedagang yang tidak taat aturan”. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin 27 juli 2020 peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Benny E.H.Hutajulu, S.STP sebagai Kabid 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan 

dengan pertanyaan apakah ada interaksi antara implementator dan kelompok sasaran 

dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : 

“adanya interaksi yang dilakukan Satpol PP dalam menegndalikan dan menertibkan 

pedagang kaki lima yaitu beruba himbauan kepada para pedagang untuk tidak 

berjualan di pinggir jalan”. 

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana bentuk  interaksi yang di 

lakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “adapun bentuk interaksi yang kami lakukan adalah melakukan 

komunikasi dengan para pedagang dan menghimbau para pedagang agar tidak 

berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang dan kembali berjualan di tempat yang 

telah di sediakan sebelumnya”. 

Peneliti kembali bertanya apakah terdapat kendala  dalam berinteraksi dengan 

kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibakan pedagang kaki lima. 

Beliau menyatakan : “tidak ada kendala yang di hadapi dalam berinteraksi dengan 



 

para pedagang, semua yang di lakukan Satpol PP dalam berkomunikasi dan 

menghimbau para pedagang kaki lima sudah baik dan berjalan dengan lancar”. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti 

melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Bapak Amin, tentang interaksi 

antara implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibkan 

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “tentu ada interaksi yang mereka lakukan 

seperti menghimbau  dan mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait larangan 

berjualan di pinggir jalan”. 

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana bentuk interaksi yang 

dilakukan dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “bentuk interaksi yang mereka lakukan yaitu dengan menghimbau kami 

para pedagang agar tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan”. 

Peneliti menanyakan kembali apakah terdapat kendala dalam berinteraksi 

antara implementator dan kelompok sasaran dalam mengendalikan dan menertibakan 

para pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “mungkin hambatan yang mereka 

hadapi adalah dari kami sendiri dengan kami tidak mengidahkan himbauan mereka 

dan tetap berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang sebelumnya”. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Kamis 30 juli 2020 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing 

Tinggi tentang adanya interaksi antara implementator dan kelompok sasaran yang 



 

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan 

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “satpol pp ada melakukan interaksi kepada 

para pkl dalam mengendalikan dan menertibkan pkl”. 

Kemudian peneliti kembali bertanya bentuk interaksi yang dilakukan Satuan 

polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. 

Beliau menyatakan : “mereka melakukan sosialisasi kepada para pkl tentang larangan 

berjualan di pinggir jalan, saya kira itu bentuk interaksi yang mereka lakukan”. 

Peneliti kembali bertanya tentang kendala yang dihadapi dalam berinteraksi 

dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : 

“kendala yang dihadapi oleh satpol pp adalah banyaknya pkl yang masih membandal 

dan tetap berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang, saya kira itu adalah 

kendala yang sering dihadapi oleh satpol pp”. 

d. Adanya Sumber Daya 

Dalam melakukan pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima tentunya 

diperlukan sumber daya dalam melakukannya sehingga sumber daya yang ada pada 

Sartuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mengatur para pedagang kaki lima 

dengan cara yang baik agar tujuan yang telah ditentuakan sebelumnya dapat 

terlaksana dan tercapai sesuai denga  apa yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat 25 juli 2020 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak MHD.Dahler Nasution,SH selaku 



 

Kabid Penegakan Perda dan Perwa Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tebing Tinggi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana Motivasi kerja pegawai 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengandalikan dan menertibkan pedagang kaki 

lima. Beliau menyatakan : “motivasi kerja pegawai Satpol PP sudah sangat baik 

dalam mengendalikan dan menertibkan pedagan kaki lima, dan upaya dalam 

meningkatkan SDM di Satpol PP juga sudah dilakukan dengan baik agar tercipta 

SDM  unggul dalam menjalankan tugasnya”. 

Kemudian peneliti kembali bertanya bagaimana kinerja pegawai Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “sejauh ini kinerja para pegawai Satpol PP sudah cukup baik dalam 

menjalankan tugas yang diberikan dan para pegawai Satpo PP juga sudah bekerja 

sesuai dengan arahan dan sesuai dengan aturan yang berlaku”. 

Peneliti kembali bertanya tentang hal yang mempengaruhi motivasi dan 

kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan 

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “ada banyak hal yang mempengaruhi 

motivasi dan kinerja pegawai Satpol PP salah satunya yaitu tingkat pendapatan dan 

jenjang karir para pegawai itu sendiri dan hal itu sudah diterima para pegawai dengan 

baik sehingga menjadi baik juga motivasi dan kinerja pegawai Satpol PP”. 

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin 27 juli 2020 peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Benny E.H.Hutajulu, S.STP selaku Kabid 



 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tebing Tinggi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana motivasi kerja pegawai 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki 

lima. Beliau menyatakan : “motivasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sudah 

sangat baik dan semangat para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menjalankan tugas sudah sangat baik”. 

Kemudian peneliti kembali bertanya tentang bagaimana kinerja pegawai 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki 

lima. Beliau menyatakan : “kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah 

sangat baik, para pegawai sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan 

para pegawai juga sudah bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku”. 

Peneliti kembali bertanya tentang hal yang mempengaruhi motivasi dan 

kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibakan 

pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “banyak hal yang mempengaruhi motivasi 

dan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan 

menertibkan para pedagang kaki lima, salah satunya adalah reward yang diberikan 

kepada para pegawai atas kerja yang mereka lakukan hal itu dapat meningkatkan 

motivasi dan kinerja para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja” 

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis 30 juli 2020 peneliti 

melakukan wawancara dengan Amin sebagai Pedagang kaki lima Di Kota Tebing 



 

Tinggi, tentang bagaimana motivasi kerja Satpol PP dalam mengendalikan dan 

menertibakan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya tidak mengetahui 

bagaimana secara jelas motivasi kerja mereka, yang saya tau mereka sudah bekerja 

dengan baik terutama dalam menghimbau kami para pedagang”. 

Kemudian peneliti kembali menanyakan bagaimana kinerja pegawai Satpol 

PP dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : 

“selama ini yang saya lihat kinerja mereka di lapangan sudah baik dalam menindak 

dan menertibkan para pedagang di sini”. 

Peneliti menayakan kembali hal  yang mempengaruhi motivasi dan kinerja 

Satpo PP dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “saya tidak mengetahui dengan jelas apa yang mempengaruhi motivasi 

dan kinerja mereka dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Hari Kamis 29 juli 2020 

peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romi selaku masyarakat Kota Tebing 

Tinggi tentang motivasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau menyatakan : “saya kira 

motivasi kerja pegawai satpol pp dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang 

kaki lima sudah sangat bagus terlihat dari kekompakan mereka saat menjalankan 

tugas di lapangan”. 



 

Kemudian peneliti kembali bertanya tentang kinerja pegawai Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

menyatakan : “menurut saya kinerja pegawai satpol pp sudah cukup baik dalam 

mengendalikan dan menertibkan pkl”. 

Peneliti kembali bertanya tentang hal yang mempengaruhi motivasi dan 

kinerja pegawai dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima. Beliau 

mengatakan : “saya tidak mengetahui hal apa yang mempengaruhi motivasi dan 

kinerja mereka dalam mengendalikan dan menertibkan pkl, tetapi saya sebagai 

masyarakat melihat kinerja mereka sudah cukup baik dalam melakukan penertiban 

pkl”. 

4.2  Pembahasan  

Implementasi Peraturan WaliKota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 Dalam 

Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Satuan 

Polisi Pamong Praja Tebing Tinggi 

Penelitian ini ingin melihat pengimplementasian Peraturan WaliKota Nomor 9 

Tahun 2017 Dalam Rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima 

(PKL) Di Satuan Polisi Pamong Praja Tebing Tinggi sebagai berikut : 

 

 



 

4.2.1 Adanya Kerja Sama 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa bahwa 

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait 

seperti Dinas Perhubungan, PD Pasar, dan Dinas Perdagangan dalam mengendalikan 

dan menerribkan pedagang kaki lima. Walaupun dalam hubungan kerjasama tersebut 

masih terdapat beberapa kendala namun pihak  Satuan Polisi Pamong Praja dan 

instansi-instansi terkait tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin agar kawasan 

jalan dan trotoar yang diguanakan para pedagang kaki lima untuk berjualan berfungsi 

sesuai dengan fungsinya. 

4.2.2 Adanya Tindakan dan Mekanisme 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan para pedagang kaki lima 

sudah melakukan mekanisme yang berlaku dalam menindak dan menertibkan pkl. 

Adapun mekanisme dan tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong praja adalah 

memberi kan himbauan atau surat peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan 

penertiban. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan masalah yaitu 

dari pihak pkl nya itu sendiri dimana mereka melakukan perlawanan dan tidak 

menaati peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan awal yang telah 

ditetapkan belum terwujud untuk saat ini. 

 



 

4.2.3 Adanya Interaksi Antara Implementator dan Kelompok Sasaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat dianalisa bahwa 

interaksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang kaki lima 

sudah dilakukan sebaik mungkin seperti mensosialisasikan perihal larangan 

berjaualan dipinggir jalan dan melakukan penataan para pedagang kaki lima agar 

berjualan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Namun para pedagang kaki lima 

itu sendiri tetap pada pendiriannya dengan kembali berjaualn di pinggir jalan karena 

ada alasan tertentu dari para pedagang kaki lima itu sendiri. 

4.2.4 Adanya Sumber Daya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dianalisa bahwa kinerja 

pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan dan menertibkan 

pedagang kaki lima sudah sangat baik.  

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti melengkapinya dealam 

penyajian data dan pembahasan maka peneliti akan menyimpulkan pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna 

bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Kerja sama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi-instansi 

terkait dalam menegndalikan dan menertibkan pedagang kaki lima sudah 

dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya banyak masalah dan 

hambatan yang dihadapi pada saat akan melakukan penertiban yaitu mendapat 

perlwanan dari para pedagang kaki lima yang tidak terima pada saat mereka 

akan ditertibkan. 

b. Tindakan dan mekanisme yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja 

dalam mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima sudah baik. Pihak 

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan himbauan dan memberikan peringatan 

kepada para pedagang kaki  lima sebelum melakukan penertiban dan apabila 

peringatan tersebut tidak diindahkan Satuan Polisi Pamong Praja akan 

melakukan tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan para pedagang 

kaki lima. 



 

c. Satuan Polisi Pamong Praja sudah  melakukan interaksi dengan pedagang kaki 

lima dengan sangat baik  dalam bentuk mensosialisasikan peraturan-peraturan 

terkait dengan larangan berjualan di pinggir jalan serta melakukan diskusi 

dengan pedagang kaki lima sebelum dilakukannya penataan para pedagang ke 

tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun pada kenyataannya masih 

banyak yang memebandal yang tetap berjualan di tempat-tempat yang sudah 

dilarang sehingga tujuan awal yang telah disepakati sulit untuk dicapai. 

d. Sumberdaya Satuan Polisi Pamong praja dengan motivasi dan kinerjanya sudah 

sangat baik karena sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan 

tata cara yang benar. 

5.2 Saran   

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana tersebut diatas , maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

a. Untuk mewujudkan tujuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini 

membantu Pemerintah Tebing Tinggi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan WaliKota, maka sosialisasi tujuan dari organisasi Satuan Polisi 

Pamong Praja perlu terus dilakukan kepada seluruh masyarakat Kota Tebing 

Tinggi baik secara formal maupun informal. 

b. Memberikan sanksi yang tegas bukan hanya bersifat sementara tetapi juga 

permanen agar memeberikan efek jera dan tata ruang kota dapat befungsi sesuai 

dengan peruntukannya. 



 

c. Perlunya peningkatan motivasi dan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

oleh pimpinan agar peningkatan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

menjadi lebih baik lagi dalam rangka mencapai/mewujudkan misi organisasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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